
BUPATI MAGETAN

PR0VINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN

NOMOR 10 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2014 TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2013 – 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

Menimbang : a. bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor

23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah terdapat beberapa

kewenangan daerah yang ditarik menjadi kewenangan

pusat dan kewenangan propinsi;

b. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah

Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka

keberadaan susunan Perangkat Daerah yang telah ada

disesuaikan sehingga guna konsistensi antara dokumen

perencanaan, penganggaran dan pengawasan  perlu

dilakukan penyesuaian dokumen dalam Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah disesuaikan

dengan susunan dan urusan dalam Perangkat Daerah

yang baru;

SALINAN
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c. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor

2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019, maka

kebijakan daerah harus disesuaikan dengan kebijakan

yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten

Magetan Tahun 2013-2018;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi

Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan

Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang

Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya Dan Dati II

Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12

Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah

Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan

Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan

Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara  Republik

Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 2730 );

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Repubublik Indonesia Nomor 4355);
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5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Repubublik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun

2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4614);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang

Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada

Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban

Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
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dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah kepada Masyarakat;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang

Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4815);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang

Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4817);

15. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

(RPJMN) Tahun 2015-2019;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010

tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8

Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
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18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun

2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025

(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009

Nomor 1 Seri E);

19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun

2012 tentang  Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi

Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa

Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D,  Tambahan

Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 15);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun

2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2005-2025 (Lembaran

Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2009 Nomor 8);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun

2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten

Magetan Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten

Magetan Tahun 2012 Nomor 15);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 9 Tahun

2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2013-2018 (Lembaran

Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2014 Nomor 10,

Tambahan Lembaran Daerah Nomor 42);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah

Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan

Lembaran Daerah Nomor 64);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGETAN

dan

BUPATI MAGETAN
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MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2014 RENCANA

PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2013-2018.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 9

Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2013 –

2018 (Lembaran  Daerah Kabupaten Magetan Tahun

2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

Magetan Nomor 42) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga keseluruhan Pasal

9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka RPJMD

ini berfungsi sebagai :

a. pedoman penyusunan perubahan Rencana Strategis

(Renstra) Perangkat Daerah tahun 2013 – 2018;

b. pedoman dalam penyusunan RKPD tahun 2018 dan

evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun 2013 –

2018; dan

c. RPJMD transisi sebagai acuan dalam penyusunan

RKPD tahun 2019, yang disesuaikan dengan visi,

misi dan program prioritas Bupati terpilih sebelum

RPJMD tahun 2018 – 2023 tersusun.

2. Ketentuan Lampiran diubah, dengan perubahan

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

Peraturan Daerah ini.
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Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan

penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten

Magetan.

Ditetapkan di Magetan

pada tanggal 6 November 2017

September 2014

BUPATI MAGETAN,

ttd

S U M A N T R I

Diundangkan di Magetan

pada tanggal 6 November 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,

ttd

BAMBANG TRIANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2017 NOMOR 10

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN PROVINSI JAWA TIMUR :

362-10/2017

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

TTD

SUCI LESTARI, SH
Pembina Tingkat I

NIP.19680803 199503 2 002
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PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN

NOMOR 10 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2014

TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

TAHUN 2013 – 2018

I. UMUM

Bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten

Magetan telah disusun dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten

Magetan Nomor 9 Tahun 2014tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2013-2018. Namun demikian

seiring dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

terdapat beberapa kewenangan daerah yang ditarik menjadi kewenangan

pusat dan kewenangan propinsi.

Disisi  lain, sebagai tindaklanjut berlakunya Peraturan Pemerintah

Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka telah dilakukan

penyusunan kembali Perangkat Daerah sesuai ketentuan Peraturan

Pemerintah tersebut, sehingga guna konsistensi antara dokumen

perencanaan, penganggaran dan pengawasan perlu dilakukan penyesuaian

dokumen dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

disesuaikan dengan susunan dan urusan dalam Perangkat Daerah yang

baru.

Selain itu, dengan berlakunya Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun

2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)

Tahun 2015-2019, kebijakan daerah harus disesuaikan dengan kebijakan

yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, maka juga perlu dilakukan

penyesuaian dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten

Magetan.
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Berdasarkan beberapa pertimbangan diatas maka perlu disusun

Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9

Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabupaten Magetan Tahun 2013-2018.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN NOMOR 79


